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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 

tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Blitar. LKjIP merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya 

dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan 

strategis yang ditetapkan. 

BPBD Kabupaten Blitar dibentuk sebagai wujud tanggung jawab 

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Blitar 

menentukan visi dan misi sebagai landasan dalam mencapai tujuan 

organisasi. Visi BPBD Kabupaten Blitar adalah mewujudkan 

Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, Terencana, Terkoordinasi 

dan Terpadu. Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan 

visi tersebut tertuang dalam misi BPBD Kabupaten Blitar yang terdiri dari : 

1. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap 

program, administrasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana 

aparatur 

2. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam 

kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana 

3. Melaksanakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien 

secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh 

4. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan dalam pemulihan 

Visi dan Misi tersebut disusun dalam rangka mencapai suatu hasil 

spesifik yang diharapkan dapat diwujudkan oleh BPBD Kabupaten Blitar 

kedepan, hasil spesifik tersebut tertuang dalam tujuan BPBD Kabupaten 
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Blitar yang berbunyi Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi 

bencana. 

 

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

BPBD Kabupaten Blitar dibentuk pada tanggal 12 Februari 2012 

dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Blitar, dan terakhir disahkan dalam Peraturan Bupati 

Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar serta Peraturan Bupati 

Blitar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. BPBD Kabupaten Blitar 

dipimpin oleh Kepala Badan secara rangkap (ex-officio) yang dijabat oleh 

Sekretaris Daerah dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah, BPBD Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan penanggulangan 

bencana mengemban tugas : 

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;  

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;  

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten 

Blitar; 
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6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati 

setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 

darurat bencana; 

7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

Sementara Fungsi BPBD Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Daerah 

kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain : 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan 

efisien; dan 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI  

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peraturan Bupati 

Blitar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, Susunan Organisasi 

BPBD terdiri atas Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 

Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 

Unit pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pelaksana BPBD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang penanggulangan bencana. Pelaksana BPBD dipimpin 

oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang dijabat secara ex-officio oleh 

Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Pelaksana BPBD terdiri atas 



4 
 

Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 

Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Kedaruratan dan Logistik 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dan Bidang Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat 

dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Pelaksana Badan. Masing-masing bidang dipimpin 

oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Pelaksana Badan. Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris BPBD. 

1. Pelaksana BPBD 

Tugas:  Melaksanakan penanggulangan bencana secara 

terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap 

darurat, dan pasca bencana. 

Fungsi:   

a) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; 

b) Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan 

c) Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

daerah. 

2. Sekretaris Badan 

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, 

keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. 

Fungsi: 

a) Pengolahan dan pelayanan administrasi umum; 

b) Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c) Pengelolaan administrasi keuangan; 

d) Pengelolaan administrasi perlengkapan; 

e) Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol; 

f) Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran program dan 

perundang-undangan, 
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g) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang; 

h) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Pelaksana BPBD; 

i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; 

dan 

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana 

Badan. 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

 Mempunyai tugas : 

a) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat 

surat, penggandaan naskah naskah dinas, kearsipan dan 

perpustakaan Pelaksana BPBD; 

b) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

c) Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; 

d) Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian, mulai 

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, 

peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan 

pangkat, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, 

mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin 

belajar, pembinaan kepegawaian, dan disiplin pegawai, tenaga 

teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, 

dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya; 

e) Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, 

dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan 

penghapusan aset dan penyusunan laporan pertanggung jawaban 

atas barang inventaris; dan 

f) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  

Tugas: Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan 

masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko 

bencana, 
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Fungsi:  

a) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan 

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko 

bencana; 

b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta 

pengurangan risiko bencana; 

c) pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di 

bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta 

pengurangan risiko bencana; 

d) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra 

bencana serta pengurangan risiko bencana; dan 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana 

Badan. 

5.  Bidang Kedaruratan dan Logistik  

Tugas: Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan 

dukungan logistik. 

fungsi: 

a) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan 

logistik; 

b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, 

penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 

c) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 

d) pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan 

dukungan logistik; 
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e) pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang 

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan 

logistik; dan 

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala pelaksanan 

badan. 

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

Tugas: Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana. 

Fungsi: 

a) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada 

pasca bencana;  

b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana;  

c) pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di 

bidang penanggulangan bencana pasca bencana;  

d) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang 

penanggulangan bencana pasca bencana;dan  

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing - 

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - 

undangan. 

b) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri 

dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai 

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

c) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh 

Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai 

peraturan perundang- undangan. 

d) Jabatan Fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai 

peraturan perundang- undangan. 
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Adapun skema struktur organisasi BPBD dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. 

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perbup 

Nomor 52 Tahun 2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah sampai akhir tahun 2023 didukung oleh 

43 pegawai yang terdiri dari 19 orang ASN dan 24 orang tenaga Non ASN. 

Secara umum data Pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan golongan dan eselon adalah 

sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Data Pegawai di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Blitar Berdasarkan Golongan dan Eselon 
No. Status 

Kepegawaian 
Jumlah Golongan Eselon Staf 

Non 

ASN 

I II III IV II III IV Fungsional 
Tertentu (JFT) 

Fungsional 
Umum (Staf) 

1. ASN 19  3 11 5 1 4 1 5 8  

2. Non ASN 24           

Jumlah 43  3 11 5 1 4 1 5 8 24 

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2023 
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Dari tabel 1.1. dapat dilihat bahwa pegawai Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah terdiri dari 43 orang dengan komposisi dari golongan yang 

terendah adalah Golongan II dan Golongan tertinggi adalah golongan IV 

dengan jumlah paling banyak pada golongan III yaitu 11 orang. 

Berdasarkan eselon mulai dari eselon II sampai eselon 4 terdapat 6 orang, 

Fungsional Tertentu (JFT) sejumlah 5 orang, Fungsional umum sejumlah 8 

orang serta Staf non ASN sejumlah 24 orang.  

Adapun sumber daya manusia yang ada di BPBD berdasarkan 

tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 
Data Pegawai di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Blitar Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Status Kepegawaian Jumlah Pendidikan 

S2 S1 D3 SMA SMP SD 

1. ASN 19 6 10  2 1  

2. Non ASN 24 1 5  18   

Jumlah 43 7 15  20 1  

       Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2023 

Dari tabel diatas dapat diketahui Sumberdaya yang ada di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah mulai dari pendidikan terendah SMP 

sampai dengan pendidikan tertinggi S2 dengan jumlah terbanyak pada 

pendidikan SMA yaitu 20 orang. 

Dan Sumberdaya manusia berdasarkan Jenis Kelamin di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar sampai dengan akhir 

tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3  
Data Pegawai di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Blitar Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Status 
Kepegawaian 

Jumlah Golongan Staf Jumlah 

I II III IV 

L P L P L P L P L P L P 

1. ASN 19   3  9 2 5    17 2 

2. Non ASN 24         23 1 23 1 

Jumlah 43           40 3 
       Sumber: BPBD Kabupaten Blitar, 2023 
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Berdasarkan Jenis kelamin, sumberdaya BPBD didominasi jenis kelamin 

Laki-laki sejumlah 17 orang ASN dan 23 orang Non ASN, sedangkan 

Perempuan sejumlah 2 orang ASN dan 1 orang Non ASN. 

 

D. SARANA DAN PRASARANA 

 Untuk mencapai kinerja organisasi selain dipengaruhi sumber 

daya manusia, juga dipengaruhi oleh dukungan ketersediaan sarana 

prasarana. Kondisi sarana dan prasarana di Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.4 
Data Sarana dan Prasarana 

Badan Penanggulangan Bencana daerah 
No. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 

1. Tanah  1 Hibah 

2. Bulldozer 1 Pembelian 

3. Water Treatment (Mesin Proses) 1 Hibah 

4. Generating Set 3 1 Hibah, 2 Pembelian 

5. Water Pump 3 2 Pembelian, 1 Hibah 

6. Mini Bus 1 1 Pembelian, 2 Hibah 

7. Pick Up 2 1 Pembelian, 1 Hibah 

8. Sepeda Motor 3 Pembelian 

9. Mobil Tangki Air 1 Pembelian 

10. Out Boat Motor 1 Hibah 

11. alat angkutan apung tak bermotor 
untuk penumpang lainnya (dst) 

1 Hibah 

12. Mesin Kompresor 1 Pembelian 

13. Mesin Las Listrik 1 Pembelian 

14. Mesin Gergaji 16 Pembelian 

15. perkakas bengkel service lainnya 
(dst) 

4 Pembelian 

16. Tool Cabinet Set 1 Pembelian 

17. Global Positioning System 3 Pembelian 

18. Mesin Fotocopy Folio 1 Pembelian 

19. Lemari Kayu 17 Pembelian 

20. Rak Besi 3 Pembelian 

21. Rak Kayu 1 Pembelian 
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22. Filing Cabinet Besi 6 Pembelian 

23. Brankas 1 Pembelian 

24. Alat Penyimpanan Kantor lainnya 2 Pembelian 

25. Alat Penghancur Kertas 1 Pembelian 

26. Papan Nama Instansi 1 Pembelian 

27. Alat Kantor Lainnya 1 Hibah 

28. Meja Kerja Kayu 8 Pembelian 

29. Tempat Tidur Besi 25 Hibah 

30. Meja Podium 1 Pembelian 

31. Meja Resepsionis 1 Pembelian 

32. Kursi  130 Pembelian 

33. Sofa 1 Pembelian 

34. A.C. Split 12 Pembelian 

35. Kompor Gas (Alat Dapur) 1 Pembelian 

36. Tabung Gas 1 Pembelian 

37. Alat Dapur lainnya 3 Hibah 

38. Televisi 10 Pembelian 

39. Loudspeaker 1 Pembelian 

40. Microphone Table Stand 1 Pembelian 

41. Camera Video 5 Pembelian 

42. Tangga Aluminium 3 Pembelian 

43. HandyCam 1 Pembelian 

44. Alat Pembantu Kebakaran 4 Pembelian 

45. Meja  28 Pembelian 

46. Lemari Buku Arsip Untuk Arsip 
Dinamis 

2 Pembelian 

47. Buffet Kaca 1 Pembelian 

48. Professional Sound System 1 Pembelian 

49. Digital LED Running Text 1 Pembelian 

50. Camera Electronic 1 Pembelian 

51. Layar Film/Projector 3 Pembelian 

52. Camera Conference 1 Pembelian 

53. Handy Talky (HT) 30 Pembelian 

54. Unit Transceiver  2 Hibah 

55. Alat Khusus SAR (Search And 
Rescue) 

20 1 Hibah, 19 Pembelian 



12 
 

56. P.C Unit 9 Pembelian 

57. Lap Top 18 Pembelian 

58. Printer (Peralatan Personal 
Komputer) 

25 Pembelian 

59. Peralatan Jaringan lainnya 1 Pembelian 

70. Tenda 24 Hibah 

71. Thermal Imaging Camera 1 Pembelian 

72. Perahu Karet (Peralatan Olahraga 
Air) 

1 Hibah 

73. Bangunan Gedung Kantor 
Permanen 

4 Pembelian 

74. Gedung Garasi/Pool Permanen 2 Pembelian 

75. Flat/rumah Lain-lain (dst) 3 Pembelian 

Sumber: BPBD Kab Blitar, 2023 

 

E. ISU STRATEGIS  

BPBD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-

urusan bencana memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar 

kepada masyarakat/warga Kabupaten Blitar. Berdasarkan Standar 

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pada 

Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, SPM Sub-Urusan Bencana terdiri dari 

Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan Dan 

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan Dan 

Evakuasi Korban Bencana.  

Mengacu pada Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur 

tahun 2023 yaitu Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Serta mengacu isu strategis 

yang terformulasi dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 pada 

point 7 yaitu Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Daya 

Dukung Lingkungan dengan Perubahan Perilaku Masyarakat dan 

Ketersediaan Sarana-Prasarana. Dengan merujuk pada isu strategis 

tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar 

menitikberatkan pada kegiatan Informasi rawan bencana dan Kegiatan 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Isu 

peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat merupakan permasalahan 

strategis yang harus diselesaikan dalam periode RPJMD Kabupaten Blitar. 
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Langkah-langkah kesiapsiagaan dibutuhkan untuk mengantisipasi bencana 

dan dilaksanakan melalui serangkaian pengorganisasian serta kegiatan 

yang tepat guna dan berdaya guna yang melibatkan sumber daya manusia 

dan dukungan sarana prasarana. 

Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada warga 

negara agar diketahui ancaman bencana yang dapat terjadi dan dapat 

membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu 

tertentu. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat 

dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama 

korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.  

Selain pada isu strategis tersebut, Badan Penanggulangan Bencana 

tetap dan selalu meningkatkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana harus dilaksanakan sesegera mungkin dengan penetapan standar 

waktu minimum darurat karena keselamatan jiwa manusia sangat penting 

dalam proses penanganan darurat bencana. Pada tahap pascabencana 

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pasca bencana. Pada Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi 

(RR), terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus dalam penanganan pasca 

bencana yaitu : Sektor Perumahan & Permukiman, Sektor Infrastruktur 

Publik, Sektor Ekonomi Produktif, Sektor Sosial, dan Lintas Sektor. Sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 

dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga 

terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, BPBD 

Kabupaten Blitar hadir dengan sejumlah program dan kegiatan yang 

dikemas untuk menjawab tantangan penanggulangan bencana pada masa 

pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana.  

 

F. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan LKjiP dimaksudkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta atas 
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penggunaan anggaran, dan merupakan media untuk mengkomunikasikan 

pencapaian kinerja kepada para pemangku kepentingan.  

Adapun tujuan penyusunan LKjIP antara lain :  

a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Organisasi 

Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan; 

b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang 

khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang; 

c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumberdaya 

dalam rentang waktu satu tahun. 

 

G. LANDASAN HUKUM 

Dasar hukum dalam penyusunan LKjiP Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023: 

1) Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata 

Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub 

Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 

5) Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah; 

6) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 

Tahun 2021-2026; 
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7) Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

8) Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar 

9) Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

10) Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar; 

11) Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

12) Rencana Strategis Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; 

13) Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; 

14) Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2023. 

15) Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023. 

 

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 

menggambarkan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Blitar selama tahun 2023, dan disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

D. SARANA DAN PRASARANA 
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E. ISU STRATEGIS 

F. MAKSUD DAN TUJUAN 

G. LANDASAN HUKUM 

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

I. PETA PROSES BISNIS 

J. LAPORAN HASIL EVALUASI 

Bab II PERENCANAAN KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

D. PERJANJIAN KINERJA 

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

1. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA 

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI KINERJA 

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 

DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN 

TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM 

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 

5. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN CAPAIAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU 

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF 

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 

7.  ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA 

8. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG 

KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN 

PERNYATAAN KINERJA 

B. REALISASI ANGGARAN 

Bab IV PENUTUP  

A. KESIMPULAN 

B. RENCANA KEDEPAN 
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I. PETA PROSES BISNIS 

Penyusunan Proses bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Blitar mengacu pada Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Blitar 

berdasarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Tahun 2021-2026 serta RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Proses 

utama pemerintah daerah, yaitu Meningkatnya Daya Saing Ekonomi 

Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan dengan proses bisnis perangkat daerah 

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas 

Perekonomian yang Berkelanjutan yang menjadi proses utama pada Badan 

Penanggulangan Bencana daerah dengan proses pendukung Meningkatkan 

Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan bencana. Proses bisnis ini sangat 

penting dalam mendukung kelancaran dan kepastian kerja dan sinergi 

kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar 

serta antar bidang di lingkungan Badan penanggulangan Bencana Daerah. 

Gambar 1.2 
Peta Proses Bisnis  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPBD Kab.Blitar 
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J. LAPORAN HASIL EVALUASI 

Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023 

atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah seperti pada tabel 

dibawah ini dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti. 

Tabel 1.5 
Laporan Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 

Badan Penanggulangan bencana Daerah 
No. Rekomendasi Rencana Aksi Tindak 

Lanjut 
Target Waktu 

Pelaksanaan 

1. Melakukan reviu dan perbaikan 

antar dokumen perencanaan 
tingkat PD baik untuk I.angka 
menengah maupun jangka pendek, 

agar tujuan dan sasaran strategis 
setiap dokumen perencanaan 

beserta indikatornya dapat selaras 
sehingga pelaksanaan proses 
pengelolaan manajemen kinerja 

dapat berjalan dengan baik dan 
informasi yang dihasilkan dapat 
diandalkan 

Menyelaraskan SK IKU 

BPBD dengan Sasaran 
yang terdapat pada 
dokumen RPJMD dan 

Renstra BPBD 

Revisi SK 

IKU BPBD 

Agustus-

September 
2023 

2. Melakukan reviu dan perbaikan 
peta proses bisnis dengan 

mengacu Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 

Tahun 2018 tentang Penyusunan 
Peta Proses Bisnis instansi 

Pemerintah, Peraturan Bupati 
Blitar Nomor 52 tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas Dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Blitar dan peta 
proses bisnis tingkat kabupaten 

Merevisi Peta Proses 
Bisnis BPBD dengan 

mengacu pada 
PermenPANRB No.19 Th 
2018 serta SOTK BPBD 

sesuai Perbup 52 tahun 
2022 

Revisi Peta 
Proses 

Bisnis 
BPBD 

Agustus-
Oktober 2023 

3. Melakukan reviu dan menyusun 
penjenjangan kinerja dengan 
mengacu pada Peraturan Bupati 

Blitar Nomor 133 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penjenjangan 
Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Blitar; 

Merevisi Penjenjangan 
Kinerja BPBD dengan 
mengacu Perbup No.133 

Tahun 2022 

Pohon 
Kinerja dan 
Cascading 

BPBD 

Agustus 2023 

4. Melakukan reviu atas dokumen 

IKU dan menyelaraskan dengan 
dokumen Renstra Perubahan 

MemperbaiKi SK IKU 

BPBD menyelaraskan 
dengan dokumen 
Renstra BPBD 

Revisi SK 

IKU BPBD 

Agustus-

September 
2023 

5. Melakukan perbaikan rencana aksi 
dengan menyesuaikan anggaran 

kas pada DPA (Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran) dan 
Perjanjian Kinerja; 

Merevisi Rencana Aksi 
BPBD menyesuaikan 

dengan anggaran kas 
pada DPA 

Revisi 
Rencana 

Aksi  

Juli 2023 

6. Melakukan reviu atas kegiatan 
yang belum ada indikatornya pada 
program Penanggulangan Bencana 

Mengevaluasi indikator 
Program pada sub 
kegiatan Penanganan 

BA 
Penyepakat
an target 

Juli 2023 
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No. Rekomendasi Rencana Aksi Tindak 
Lanjut 

Target Waktu 
Pelaksanaan 

dan indikator pada sub kegiatan 
penanganan pasca bencana; 

Pascabencana capaian IKD 
dan 
Indikator 

Program 
dalam 
rangka 

penyusuna
n 

perubahan 
RKPD 
Kab.Blitar 

7. Melaksanakan pengukuran kinerja 
secara berjenjang mulai level 
terendah hingga tertinggi yang 

didasarkan pada rencana aksi 
yang telah disusun untuk dapat 

diketahui ketercapaian dan 
kendala 
yang dihadapi pada masing-

masing jenjang 

Melaksanakan 
pengukuran Kinerja atas 
rencana Aksi secara 

Berjenjang 

Dokumen 
Evaluasi 
Rencana 

Aksi 
Berjenjang 

Juli  2023 

8. Mendorong adanya pemanfaatan 

hasil pengukuran capaian kinerja 
yang dilakukan secara berkala dan 
sistematis dengan berfokus tidak 

hanya pada anggaran dan 
pelaksanaan kegiatan,namun juga 
pada kinerja, sehingga 

ketercapaian kinerja dapat 
dipantau dan konsistensi antara 

perencanaan, pengukuran, dan 
capaian kinerja dapat terjaga 
dengan baik; 

Melaksanakan 

pengukuran Kinerja 
secara berkala yang 
memuat Target 

Anggaran, Target 
Kinerja, serta realisasi 
atas target anggaran 

maupun target kinerja  

Dokumen 

Pengukuran 
Kinerja 

Juli 2023 

9. Meningkatkan kualitas Laporan 
Kinerja dengan memberikan 

informasi yang mendetail dan jelas 
terhadap realisasi kinerja dengan 
realisasi kinerja di level nasional; 

Dalam laporan Kinerja 
telah memberikan infor

masi yang mendetail dan 
jelas terhadap realisasi 
kinerja di level nasional 

yaitu mengacu pada 
Permendagri 101 Tahun 
2018 tentang Standar 

Teknis Pelayanan Dasar 
pada Standar Pelayanan 

Minimal Sub-Urusan 
Bencana daerah 
kabupaten/Kota. Dalam 

penganggaran kegiatan 
SPM telah disesuaikan 
dengan kemampuan 

anggaran daerah.Target 
sesuai dengan 

perencanaan 
penganggaran (Renstra 
BPBD) 

LKJIP 2022 2023 

10. Mendorong pemanfaatan informasi 
laporan kinerja agar dapat 

digunakan untuk memberi 
motivasi dan sebagai dasar 

Melakukan penyesuaian 
strategi kebijakan , 

aktivitas dan anggaran 
dalam mencapai kinerja 

Dokumen 
Perubahan 

Anggaran, 
Renja 

September-
Oktober2023 



20 
 

No. Rekomendasi Rencana Aksi Tindak 
Lanjut 

Target Waktu 
Pelaksanaan 

melakukan aksi mencapai target 
kinerja kedepan yang lebih baik; 

yang lebih baik dengan 
melakukan pergeseran 
anggaran , perubahan 

target kinerja 
 

Perubahan 
dan 
Perjanjian 

Kinerja 
Perubahan 

11. Menetapkan keputusan 

pembentukan tim akuntabilitas 
dan tim evaluator internal yang 

diharapkan mampu mendorong 
perbaikan dan peningkatan 
capaian kinerja; 

Menetapkan Tim 

Akuntabilitas dan 
Evaluator internal 

SK Tim 

Akuntabilitas 
dan SK Tim 

Evaluator 
Internal 

Agustus-

September 
2023 

12. Menindaklanjuti seluruh 
rekomendasi atas hasil evaluasi 
akuntabilitas kinerja 

Menindaklanjuti seluruh 
Rekomendasi  

Rencana 
Aksi Tindak 
Lanjut dan 

Tindak 
Lanjut atas 

hasil 
Evaluasi 
Akuntabilita

s Kinerja 

Juli-Oktober 
2023 

13. Mendorong perbaikan dan 

peningkatan capaian kinerja 
output dan outcome pada 
organisasi dengan memanfaatkan 

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

Penyusunan dokumen 

perencanaan dan 
anggaran tahun 
berikutnya dengan 

memanfaatkan informasi 
pada LKjIP maupun 
Hasil Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja 
dan melaksanakan 

kegiatan yang lebih 
fokus dengan penetapan 
target yang tepat 

sasaran dan berkualitas. 

RKA dan 

Renja tahun 
selanjutnya 

Juli-

Desember 
2023 

 Sumber: Inspektorat dan BPBD Kab.Blitar, 2023 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:  

Visi  

Visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam 

membangun sebuah daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Blitar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 Visi Pembangunan 

adalah ”Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera 

berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”.  

Misi  

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu 

menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan. Visi Kabupaten Blitar diwujudkan 

dengan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan 

Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;  

2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan 

Nilai Kompetensi Tinggi, Dengan Mengoptimalkan potensi Generasi Muda 

Kabupaten Blitar;  

3. Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan 

Berintegritas; dan  

4. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui 

Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan 

Sebagai upaya mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar 

Tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Daerah mempunyai tugas dan 

fungsi melaksanakan misi ke IV yaitu “Percepatan dan Pemerataan 

Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi 
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Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kelestarian Lingkungan” dengan Tujuan “Meningkatnya Daya Saing 

Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan” dan dengan Sasaran 

“Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang 

Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan”, melalui Indikator “Indeks 

Risiko Bencana”. 

Tabel 2.1 
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD  

untuk Badan Penanggulangan bencana Kab.Blitar 
Tahun 2021-2026 

Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator 

Terwujudnya 
Kabupaten 
Blitar yang 
Mandiri dan 
Sejahtera 

berlandaskan 
Akhlak 
Mulia, 
Baldatun, 
Toyyibatun, 
Warobbun 
Ghofur 

Percepatan dan 
Pemerataan 
Pembangunan 
yang Adil dan 
Merata melalui 

Pengembangan 
Potensi Ekonomi 
Daerah dengan 
Mengedepankan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kelestarian 
Lingkungan 

Meningkatnya 
Daya Saing 
Ekonomi 
Inklusif, 
Mandiri dan 

Berkelanjutan 

Meningkatnya 
Kualitas dan 
Kuantitas 
Infrastruktur 
Penunjang 

Aksesibilitas 
Perekonomian 
yang 
Berkelanjutan 

Indeks 
Risiko 
Bencana 

Sumber: RPJMD KAb.Blitar 2021-2026 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Upaya mendukung Visi, Misi pada RPJMD tersebut Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan Tujuan dan Sasaran 

Perangkat Daerah sebagai berikut: 

Tujuan 

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan 

bencana, maka tujuan jangka menengah dalam Renstra Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026 adalah 

“Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di 

wilayah Kabupaten Blitar”. 
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Sasaran 

Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam 

Penanggulangan Bencana”, Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Blitar menetapkan beberapa rumusan sasaran sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; dan 

2. Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana 

Tabel 2.2 
Matrik Tujuan dan Sasaran 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Tujuan Sasaran 

Meningkatnya Kapasitas 
Daerah Dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat 
Daerah 

 

Meningkatnya kualitas layanan 
penanggulangan bencana 

 
Sumber : Renstra BPBD 2021-2026 

 

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan serta sasaran organisasi 

yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut: 

Tabel 2.3 
Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

No. Sasaran Strategis PD Indikator Kinerja Utama PD 

1. Meningkatnya 
Akuntabilitas kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP 
Perangkat Daerah 

2. Meningkatnya kualitas 

layanan penanggulangan 
bencana 

Persentase Desa/Kelurahan yang 

Mengadopsi dan Menerapkan 
desa/Kelurahan Tangguh Bencana 

Persentase Jiwa Terdampak Bencana yang 
Terselamatkan 

Rata-rata Kenaikan indeks pemulihan 
Pasca bencana 

Sumber: BPBD Kab.Blitar 
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D. PERJANJIAN KINERJA 

BPBD Kabupaten Blitar  telah menyusun rencana kinerja dan 

ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 sesuai tugas dan fungsi dengan 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin 

timbul. Berikut indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai 

dengan sumber dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2023 dituangkan dalam Perjanjian 

Kinerja 2023. Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja 

tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di 

lingkungan Pemerintahan Daerah karena merupakan proses yang akan 

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. 

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna 

untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang 

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih 

baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. 

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 merupakan Perjanjian Kinerja yang telah 

disepakati antara Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Daerah dalam 

melaksanakan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023. Perencanaan 

kinerja yang telah diperjanjikan disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut : 

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar 

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Tujuan/Sasaran 

Target 

Meningkatkan 
Kapasitas Daerah Dalam 
Penanggulangan Bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah 

0,56 

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja 

Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi Implementasi 

SAKIP Perangkat Daerah 

76 

(BB) 

Meningkatnya Kualitas layanan 
Penanggulangan bencana 

Persentase Pemerintah Desa/ 
Kelurahan yang mengadopsi 
dan menerapkan Desa/ 
Kelurahan Tangguh Bencana 

6% 

Persentase jiwa Terdampak 
bencana yang terselamatkan 

100% 

Rata – rata kenaikan indeks 

pemulihan 
Pasca Bencana 

100% 

Sumber: BPBD Kabupaten Blitar 2023 



25 
 

Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2023 BPBD Kabupaten Blitar 

juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja 

tahun 2023. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 

2023 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2023 dan juga 

telah ditetapkan dalam bentuk dokumen penetapan Perjanjian Kinerja 

Perubahan 2023, dengan rincian sebagai berikut sesuai dengan tabel 2.3 : 

Tabel 2.5 
Program dan Anggaran BPBD Kabupaten Blitar TA 2023 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) 

I 
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

3.811.092.790,00 

1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.348.152.910,00 

1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.327.872.910,00 

1.2 
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 
20.280.000,00 

2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 465.304.400,00 

2.1 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
4.728.500,00 

2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.428.500,00 

2.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.787.400,00 

2.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.635.000,00 

2.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 407.725.000,00 

3 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

118.000.000,00 

3.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 118.000.000,00 

4 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

705.492.480,00 

4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.705.520,00 

4.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.860.000,00 

4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 646.926.960,00 

5 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

174.143.000,00 

5.1 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
98.567.000,00 

5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.056.000,00 

5.3 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

72.520.000,00 

II PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 15.705.709.120,00 

1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.233.810.000,00 
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran (Rp) 

1.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 392.510.000,00 

1.2 
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 

841.300.000,00 

2 
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana 

1.464.274.120,00 

2.1 
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

19.722.000,00 

2.2 
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 
1.354.552.120,00 

2.3 Penyusunan Rencana Kontijensi 90.000.000,00 

3 
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana 

53.700.000,00 

3.1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 13.560.000,00 

3.2 
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

11.250.000,00 

3.3 
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana Kabupaten/Kota 

4.500.000,00 

3.4 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 24.390.000,00 

4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 12.953.925.000,00 

4.1 Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota 12.953.925.000,00 

 Total 19.516.801.910,00 

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2023 

 

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 

dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah 

dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 3.811.092.790,00. 

Sasaran untuk meningkatkan kualitas layanan penanggulangan 

bencana dicapai melalui Program Penanggulangan Bencana dengan 

indikator keberhasilan pembentukan Desa/ Kelurahan yang mengadopsi 

dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana dengan anggaran 

sebesar Rp.2.698.084.120, indikator penanganan jiwa terdampak bencana 

yang terselamatkan dengan anggaran sebesar Rp. 53.700.000,00, dan 

indikator pemulihan sektor terdampak pascabencana dengan anggaran 

sebesar Rp. 12.953.925.000,00. Keberhasilan indikator Pembentukan 

Desa/ Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan 

Tangguh Bencana dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan 
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Kesiapsiagaan terhadap bencana. Keberhasilan indikator penanganan jiwa 

terdampak bencana yang terselamatkan diukur melalui kegiatan Pelayanan 

Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana. Dan indikator pemulihan 

sektor terdampak pascabencana diukur melalui kegiatan penataan Sistem 

Dasar Penanggulangan Bencana. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Bentuk Pertanggungjawaban pelaksanaan misi BPBD Kabupaten 

Blitar dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada 

Tahun 2023 dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja selama 

satu tahun. Akuntabilitas kinerja sebagai wujud kewajiban BPBD 

Kabupaten Blitar pada Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 1. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA 

   Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan maupun sasaran 

perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaannya, Badan 

Penanggulangan Bencana kabupaten Blitar telah menetapkan indikator-

indikator kinerja dengan definisi operasional sebagaimana didalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional Indikator Kinerja 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

No. Tujuan/ 
Sasaran 

Strategis PD 

Indikator 
Kinerja Utama 

PD 

Definisi Operasional Formulasi 
Perhitungan 

1. Meningkatkan 
Kapasitas 
Daerah Dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah 

instrumen untuk 
mengukur kapasitas 
daerah dengan asumsi 
bahwa bahaya atau 
ancaman bencana dan 
kerentanan di daerah 

tersebut kondisinya tetap. 

Melalui 71 
indikator 
Tools IKD 

2. Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai Evaluasi 
Implementasi 
SAKIP Perangkat 
Daerah 

Sakip adalah rangkaian 
sistematik dari berbagai 
aktivitas, alat dan 
prosedur yang dirancang 
untuk tujuan penetapan 
dan pengukuran, 
pengumpulan data, 
pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan 
pelaporan kinerja pada 
instansi pemerintah dalam 
rangka 
pertanggungjawaban dan 
peningkatan kinerja 

Nilai Sakip 
dari 
Inspektorat 
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No. Tujuan/ 

Sasaran 
Strategis PD 

Indikator 

Kinerja Utama 
PD 

Definisi Operasional Formulasi 

Perhitungan 

instansi pemerintah 

3. Meningkatnya 
kualitas layanan 
penanggulangan 
bencana 

Persentase 
Desa/Kelurahan 
yang Mengadopsi 
dan Menerapkan 
desa/Kelurahan 
Tangguh Bencana 
 

Desa/Kelurahan Tangguh 
Bencana adalah desa yang 
telah mendapat pelatihan 
yang diharapkan memiliki 
kemampuan untuk 
mengenali ancaman di 
wilayahnya dan mampu 

mengorganisir sumber 
daya masyarakat untuk 
mengurangi kerentanan 
dan sekaligus 
meningkatkan kapasitas 
demi mengurangi risiko 
bencana 

(Jumlah 
Destana 
Yang 
terbentuk) / 
(Jumlah 
seluruh 
desa di 

kawasan 
rawan multi 
bencana) x 
(100%) 

Persentase Jiwa 

Terdampak 
Bencana yang 
Terselamatkan 
 

Penyelesaian/Penanganan 

dalam upaya menolong 
korban manusia dan 
harta benda yang hilang 
atau yang dikhawatirkan 
akan hilang akibat 
bencana. 

(Jumlah 

kejadian 
Bencana 
tertangani) / 
(Jumlah 
seluruh 
kejadian 
bencana) x 
(100%) 

Rata-rata Kenaikan 

indeks pemulihan 
Pasca bencana 

Pengembalian kondisi 

masyarakat dan 
lingkungan hidup yang 
terkena bencana dengan 
memfungsikan kembali 
kelembagaan, prasarana 
dan sarana dengan 
melakukan upaya 
rehabilitasi dan 

rekonstruksi 

(Jumlah 

dokumen 
pemulihan 
pasca 
bencana 
yang 
terlaksana) 
/ (Jumlah 
Dokumen 

pemulihan 
pasca 
bencana 
yang 
direncanakan) 
x 
(100%) 

 Sumber: BPBD Kab.Blitar 

 

2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI KINERJA  

Untuk mengetahui apakah sasaran strategis yang telah ditetapkan 

dapat dicapai dengan baik dapat dilakukan dengan melihat 

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja BPBD Kabupaten 
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Blitar tahun 2023. Pengukuran pencapaian sasaran BPBD Kabupaten 

Blitar dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Perbandingan 

antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada 

berikut: 

Tabel 3.2  
Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja TA 2023 

Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Tujuan/Sasaran 

Target Realisasi 

Meningkatkan 
Kapasitas Daerah 
Dalam Penanggulangan 
Bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah 

0,56 0,62 

Meningkatnya 
Akuntabilitas kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi Implementasi 
SAKIP Perangkat Daerah 
 

76 75,72 
(BB) 

Meningkatnya Kualitas 

layanan 
Penanggulangan 
bencana 

Persentase Pemerintah 

Desa/ Kelurahan yang 
mengadopsi dan 
menerapkan Desa/ 
Kelurahan Tangguh 
Bencana 

6% 15% 

Persentase jiwa Terdampak 
bencana yang terselamatkan 

100% 100% 

Rata – rata kenaikan indeks 

pemulihan Pascabencana 

100% 50% 

Sumber: BPBD Kab Blitar, 2023 

Pada tabel diatas dapat diketahui: 

1. Pada indikator Indeks Kapasitas Daerah dari target 0,56 pada tahun 

2023 dapat tercapai skor 0,62. IKD merupakan instrumen untuk 

mengukur kapasitas daerah, dengan asumsi bahaya atau ancaman 

bencana dan kerentanan di wilayah tersebut kondisinya tetap. IKD 

sebagai instrumen untuk melakukan skenario dan proyeksi ke depan 

untuk memperhatikan kerawanan bencana dan pengambilan 

kebijakan pengurangan risiko bencana. Pengukuran Indeks Kapasitas 

Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Kajian Indeks 

Kapasitas Daerah dengan menilai 71 indikator ketahanan daerah 

yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas yaitu Penguatan kebijakan 

dan kelembagaan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 

Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, Penanganan 

tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektivitas pencegahan 
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dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan 

darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.  

2. Indikator Nilai implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Berdasarkan 

penilaian dari inspektorat nilai dari hasil beberapa komponen 

penilaian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar 

mendapat nilai 75,72 dengan predikat “BB” atau “Sangat Baik”. 

berikut hasil penilaian SAKIP tahun 2023 pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 
Nilai SAKIP BPBD Tahun 2023 

No. Komponen yang dinilai Bobot Nilai 

a. Perencanaan Kinerja 30,00 27,86 

b. Pengukuran Kinerja 30,00 17,05 

c. Pelaporan Kinerja 15,00 13,93 

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Internal 

25,00 16,88 

 Nilai Hasil Evaluasi 100 75,72 

  Sumber : LHE Inspektorat, 2023 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa pada setiap komponen penilaian 

BPBD masih dibawah target bobot yang seharusnya, hal tersebut 

dikarenakan selain kurangnya SDM pada BPBD, juga masih 

kurangnya pemahaman, pengetahuan atau kapasitas SDM terhadap 

seluruh komponen penilaian SAKIP. Sehingga untuk tahun 

selanjutnya BPBD berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP 

dengan meningkatkan kapasitas SDM atas implementasi SAKIP 

sehingga dapat melengkapi, memperbaiki, menyempurnakan serta 

meningkatkan setiap komponen SAKIP pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Blitar. 

3. Indikator Persentase Pemerintah Desa/ Kelurahan yang mengadopsi 

dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana dari target 6% 

pada tahun 2023 telah tercapai 15%, indikator ini dilaksanakan 

melalui 2 kegiatan yaitu: 

a. Pelayanan informasi bencana  

Pada Kegiatan ini Badan Penanggulangan Bencana melaksanakan 

antara lain Penyusunan dokumen Review Kajian Indeks Risiko 
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Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2024-2029 dan Kajian 

Kerentanan Sosial Di Wilayah Rawan Bencana Tsunami di 

Kecamatan Wates, Pemasangan rambu kebencanaan pada 6 

kecamatan, yaitu di wilayah rawan bencana gempa bumi di 

Kecamatan Kanigoro, wilayah rawan bencana Gunung Api Kelud di 

Kecamatan Nglegok dan Ponggok, rawan bencana bencana 

tsunami dan banjir rob di Kecamatan Wates, Bakung dan 

Wonotirto, serta telah dilakukan edukasi kepada warga di tempat 

sarana pendidikan, sarana kesehatan maupun warga lainnya. 

Dalam upaya mitigasi risiko bencana serta penyediaan informasi 

terkait kebencanaan, dan sebagai sarana komunikasi, informasi, 

edukasi kebencanaan di Kabupaten Blitar, BPBD mengembangkan 

aplikasi SIMAK PRB. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini 

untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, karena melalui 

pemanfaatan aplikasi ini, masyarakat akan paham tentang 

bagaimana metode penyelamatan, pertolongan dan pengurangan 

risiko menghadapi suatu ancaman bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kegiatan Pemasangan Rambu Kebencanaan dan Pemberian 
narasumber kebencanaan 
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 b. Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  

Pada kegiatan ini dilaksanakan antara lain Sosialisasi Peningkatan 

Kapasitas Wanita dan Pengarusutamaan Gender dalam Mitigasi 

Bencana; Peningkatan Kapasitas Difabel dalam Mitigasi Bencana; 

Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada Kelurahan 

Kanigoro, Desa Sumberejo Kecamatan Sanankulon, dan Desa 

Kolomayan Kecamatan Wonodadi; Pembentukan SPAB pada SMPN 

1 Kanigoro, SMKN 1 Nglegok, SMPN 3 Garum; serta mitigasi 

struktural pembangunan talud pada 7 desa (Desa Bumirejo, 

Bacem, Semen, Krisik, Klemunan, Sawentar dan Plumbangan). 

Sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk 37 Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana dan 18 Satuan Pendidikan Aman Bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Pelatihan Wanita, Difabel, Destana, SPAB dan 
Pembangunan Talud 
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4. Indikator Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan 

tercapai 100% melalui kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban Bencana yaitu dengan melaksanakan Respon Cepat 

Darurat Bencana pada setiap kejadian bencana; Pencarian, 

Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana kepada 194 korban 

bencana; Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana kepada 141 orang korban bencana; serta Aktivasi Sistem 

Komando Penanganan Darurat Bencana atas Tanggap Darurat 

Bencana Tanah Gerak, Kekeringan dan Hidrometeorologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Kegiatan penanganan darurat bencana 2023 

 

 

5. Pada indikator Rata – rata kenaikan indeks pemulihan Pascabencana 

yang ditargetkan 100%, pada tahun 2023 tercapai 50%, indikator ini 

dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Sistem Dasar 

Penanggulangan Bencana dengan sub kegiatan Penanganan Pasca 

Bencana Kabupaten/Kota, dalam kegiatan ini BPBD melaksanakan 

mandatory Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB 
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yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi 2 jembatan, yaitu Jembatan Desa 

Tunjung Kecamatan Udanawu yang selesai pada Desember 2023 dan 

Jembatan Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan yang 

pelaksanaannya harus melalui perpanjangan dikarenakan situasi dan 

kondisi geografis dimana kontur lahan lokasi Jembatan Dawuhan 

yang sangat curam sehingga mobilisasi alat berat mengalami kendala. 

Kondisi morfologi di lokasi yang terdiri dari batuan keras juga 

menyulitkan proses pengeboran sehingga harus dilakukan 

penggantian penyedia peralatan bored pile. Pergantian ini berdampak 

pada bertambahnya kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan. 

Adapun perpanjangan penyelesaian adalah sampai dengan tanggal 28 

Februari 2024 sesuai Surat dari Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor S-6/MK.7/PK.3/2023 perihal Perpanjangan Waktu 

Pertama Pelaksanaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana Tahun Anggaran 2022 untuk Kabupaten Blitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi jembatan 

 

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 

DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 

Adapun perbandingan realisasi kinerja antara Tahun 2023 dengan 

tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 

Tujuan/Sasaran 
Strategis 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 

Realisasi Kinerja 

2022 2023 
Meningkatkan 
Kapasitas Daerah Dalam 
Penanggulangan Bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah 

0,58 0,62 

Meningkatnya 
Akuntabilitas kinerja 
Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi Implementasi 
SAKIP Perangkat Daerah 
 

77,68 
(BB) 

75,72 

(BB) 

Meningkatnya Kualitas 
layanan 
Penanggulangan 
bencana 

Persentase Pemerintah 
Desa/ Kelurahan yang 
mengadopsi dan 
menerapkan Desa/ 
Kelurahan Tangguh 
Bencana 
 

13% 15% 

Persentase jiwa 
Terdampak bencana 
yang terselamatkan 
 

100% 100% 

Rata – rata kenaikan 
indeks pemulihan 
Pascabencana 

50% 50% 

 Sumber: BPBD Kab Blitar, 2023 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat indikator yang mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya yaitu: 

a. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah, pada tahun 

2022 mencapai nilai 77,68 dan pada tahun 2023 turun menjadi 

75,72, sehingga tahun selanjutnya BPBD berkomitmen meningkatkan 

nilai SAKIP kembali dengan berupaya semaksimal mungkin 

meningkatkan setiap nilai pada komponen SAKIP. 

b. Rata – rata kenaikan indeks pemulihan Pascabencana, capaian tahun 

2023 masih sama seperti tahun lalu dikarenakan terdapat kegiatan 

pelaksanaan mandatory dana hibah yang pelaksanaannya terdapat 

kendala sehingga tidak mencapai target yang ditentukan. 
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4.  PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN 

TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN 

RENCANA STRATEGIS 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis BPBD 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan 

capaiannya telah sesuai dengan perencanaan jangka menengah OPD. 

Perbandingan keduanya disajikan pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka 

Menengah dalam Renstra BPBD 
Tujuan/Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Realisasi 

2023 
Target 
akhir 

periode 
Renstra 

Capaian 
Kinerja 

Meningkatkan 
Kapasitas Daerah 

Dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

Indeks Kapasitas 
Daerah 

0,62 0,62 100% 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja Perangkat 
Daerah 

Nilai Evaluasi 
Implementasi SAKIP 
Perangkat Daerah 
 

75,72 

(BB) 

82  
(A) 

92% 

Meningkatnya 

Kualitas layanan 
Penanggulangan 
bencana 

Persentase 

Pemerintah Desa/ 
Kelurahan yang 
mengadopsi dan 
menerapkan Desa/ 
Kelurahan Tangguh 
Bencana 
 

15% 10% 150% 

Persentase jiwa 

Terdampak bencana 
yang terselamatkan 
 

100% 100% 100% 

Rata – rata kenaikan 
indeks pemulihan 
Pascabencana 
 

50% 100% 50% 

Sumber: Renstra Perubahan 2021-2026 BPBD 

 
Dari tabel diatas diketahui hingga tahun 2023: 

1. Indikator indeks Kapasitas Daerah telah mencapai target akhir 

periode Renstra, menunjukkan bahwa BPBD selalu berusaha 

meningkatkan layanan terhadap Pengarusutamaan pengurangan 
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risiko bencana dengan meningkatkan setiap tindak lanjut atas 

rekomendasi tindakan penanggulangan bencana berdasarkan 7 

(tujuh) kegiatan Penanggulangan Bencana Kabupaten Blitar yaitu 

Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan 

Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan 

Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan 

Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan 

Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, serta 

Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Meski telah tercapai 

target rentra, namun BPBD berkomitmen secara terus menerus tetap 

meningkatkan kapasitas daerah melalui peningkatan nilai IKD 

sehingga strategi penanggulangan bencana dapat dilaksanakan 

dengan maksimal untuk seluruh masyarakat kabupaten Blitar dan 

menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan 

arah pembangunan. 

2. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan 

capaian kinerja yang signifikan sebesar 92%, sehingga optimis sampai 

dengan akhir periode Renstra dapat tercapai 100%, dengan 

berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan setiap indikator pada 

implementasi SAKIP perangkat Daerah. 

3. Capaian kinerja indikator Persentase Pemerintah Desa/ Kelurahan 

yang mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh 

Bencana sampai dengan tahun 2023 sebesar 150%, hal ini dapat 

terwujud berkat dukungan dari pemerintah provinsi maupun 

pemerintah pusat terhadap kegiatan mitigasi bencana di wilayah 

Kabupaten Blitar, salah satunya yaitu kegiatan pembentukan 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. 

4. Indikator Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan 

telah tercapai 100%, hal ini didukung dengan perbaikan-perbaikan 

strategi dalam penanganan darurat bencana antara lain pelayanan 

respon cepat bencana, pencarian pertolongan dan evakuasi korban 

bencana, penyediaan logistik maupun kegiatan aktivasi komando 

penanganan darurat bencana dengan peningkatan strategi 
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penanggulangan bencana secara inklusif, partisipatif, kolaboratif 

dengan berbagai pihak. 

5. Indikator Rata – rata kenaikan indeks pemulihan Pasca Bencana 

pada tahun 2023 terealisasi 50% karena mandatory kegiatan Dana 

Hibah dari Pemerintah Pusat yang mengalami kendala pelaksanaan 

pekerjaannya dan dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya. 

 

5. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN CAPAIAN PROVINSI 

JAWA TIMUR 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah salah satu pengampu 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah yaitu Indeks Risiko Bencana 

(IRB). Indeks Risiko Bencana menyajikan informasi tingkat risiko 

bencana di suatu wilayah yang menilai tingkat kebencanaan 

berdasarkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah 

dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami 

penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen 

tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan 

pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat 

kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan Indeks Risiko 

Bencana. Penilaian secara berkala terhadap IRB ini dapat menjadi 

perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program 

penanggulangan bencana pada periode tertentu. Nilai IRB dapat menjadi 

panduan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas 

upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing guna 

menurunkan Indeks Risiko Bencana sebagai upaya meningkatkan 

ketangguhan masyarakat. 

Tabel 3.6 
Perbandingan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)  

Nilai IRB Kategori 

Provinsi Jawa Timur 101,65 Sedang 

Kabupaten Blitar 133,67 Sedang 

Sumber : BNPB, 2023 

 
IRB Kabupaten Blitar pada tahun 2023 mencapai nilai 133,67 

atau masuk kategori Sedang. Walaupun masih diatas nilai Provinsi 
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Jawa Timur namun setiap tahun selalu meningkatkan komitmen dan 

upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan 

kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana, baik dari segi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dalam menyiapkan 

Kabupaten Blitar yang tangguh bencana, diantaranya melalui 

kegiatan peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat yang 

berada di wilayah rawan bencana, pembentukan Destana dan Satuan 

Pendidikan Aman Bencana, pemasangan rambu informasi/peringatan 

rawan bencana, peningkatan keterampilan melalui simulasi 

penanggulangan bencana, maupun penyusunan rencana 

penanggulangan bencana agar penyelenggaraannya berjalan terpadu. 

Komitmen dan upaya Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut 

dibuktikan dengan naiknya nilai IKD (Indeks Kapasitas Daerah) yang 

merupakan Indikator Tujuan dari Badan penanggulangan Bencana 

daerah. Nilai IKD tersebut merupakan salah satu elemen dalam 

penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB). Semakin tinggi skor Indeks 

Ketahanan Daerah (IKD) maka dapat menurunkan Indeks Risiko 

Bencana (IRB). Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja 

dengan Provinsi jawa timur: 

Tabel 3.7 
Perbandingan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) 

Nilai IKD Kategori 

Provinsi Jawa Timur 0,65 Sedang 

Kabupaten Blitar 0,62 Sedang 

 Sumber: BPBD Prov Jatim, 2023 dan BPBD Kab.Blitar 2023 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai IKD Kabupaten Blitar 

berada sedikit dibawah nilai IKD Provinsi Jawa Timur. Beberapa yang 

perlu diperhatikan oleh Kabupaten Blitar berdasarkan hasil IKD 

tahun 2023 adalah peningkatan pada prioritas Peningkatan 

Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, prioritas Perkuatan 

Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, serta Prioritas 

Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. 
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6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU 

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF 

SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 

Dari beberapa tabel capaian kinerja yang telah disajikan diatas 

terdapat dapat diketahui: 

1. Indikator indeks Kapasitas Daerah selalu mengalami peningkatan 

dan telah tercapai target akhir periode Renstra, hal ini karena BPBD 

telah berkomitmen selalu meningkatkan setiap tindak lanjut atas 

rekomendasi tindakan penanggulangan berdasarkan penilaian IKD 

disetiap Tahunnya. 

2. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah mengalami 

kenaikan dan penurunan nilai, hal ini disebabkan karena terjadi 

pergantian sumber daya serta kurangnya pengetahuan atau 

kapasitas sumber daya dalam implementasi SAKIP perangkat 

daerah. Namun terhadap capaian target akhir periode renstra telah 

signifikan, namun demikian untuk tahun-tahun berikutnya BPBD 

berkomitmen melakukan perbaikan serta peningkatan dalam setiap 

implementasi SAKIP perangkat Daerah. 

3. Indikator Persentase Pemerintah Desa/ Kelurahan yang mengadopsi 

dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh secara terus menerus 

telah mencapai target hingga melebihi target akhir renstra, hal ini 

karena selalu didukung oleh pemerintah provinsi maupun 

pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatannya. 

4. Persentase jiwa Terdampak bencana yang terselamatkan selalu 

mencapai target 100% karena didukung secara inklusif, partisipatif, 

kolaboratif dengan berbagai pihak. Kegiatan yang dilaksanakan 

diantaranya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih kepada korban 

terdampak bencana kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah di 

Kabupaten Blitar, mencakup Kecamatan Wates, Binangun, 

Wonotirto, Panggungrejo dan Gandusari, Pemerintah Kabupaten 

Blitar berkolaborasi dengan dunia usaha melalui dukungan 

Corporate Social Responsibility (CSR) dari Hiswana Migas, Bank BRI 

dan RSU AULIA. 
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5. Rata – rata kenaikan indeks pemulihan Pasca Bencana belum 

mencapai target karena terdapat kegiatan yang mengalami kendala 

sehingga tidak tercapai target yang diinginkan. 

 

7. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan 

antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan capaian 

anggaran yang terealisasi pada tahun yang sama. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) 

Program 9 (Sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan 

dengan alokasi anggaran sebesar 19.516.801.910,00 terealisasi sebesar 

13.273.418.512,07 atau sebesar 68,01%, dan analisis atas efisiensi 

penggunaan sumber daya dapat diukur dan dideskripsikan pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.8 
Analisis Efisiensi Sumber Daya 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target 
2023 

Realisasi 
2023 

Capaian Anggaran 2023 Realisasi 
Anggaran 2023 

Capaian Efisiensi 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Nilai Evaluasi 
Implementasi 
SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

76 
(BB) 

75,72 
(BB) 

99,63% 3.811.092.790,00 3,637,359,203.00 95.44% 4,19% 

Meningkatnya 
Kualitas layanan 
Penanggulangan 
bencana 

Persentase 
Pemerintah 
Desa/Kelurahan 
yang 
mengadopsi dan 
menerapkan 
Desa/ 
Kelurahan 
Tangguh 
Bencana 

6% 15% 250% 2,698,084,120.00 2,666,522,885.27 98,83% 151,17% 

Persentase jiwa 
Terdampak 
bencana yang 
terselamatkan 

100% 100% 100% 53.700.000,00     44,978,875.00 83.76% 16,24% 

Rata – rata 
kenaikan 
indeks 
pemulihan 
Pascabencana 

100% 50% 50% 12.953.925.000,00 6.924.557.548,80 50% 0% 

 

Berdasarkan informasi dari tabel diatas tingkat efisiensi paling besar 

terdapat pada indikator Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang 

mengadopsi dan menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, hal ini 

karena dukungan oleh Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat pada 

pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan 
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dan Kesiapsiagaan, antara lain pada pembentukan Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana serta Pembentukan Satuan Pendidikan Aman bencana 

yang pada tahun 2023.Pada indikator Rata-rata kenaikan indeks 

pemulihan pasca bencana tingkat efisiensi 0%, hal ini dikarenakan 

kegiatan pada indikator ini sampai dengan akhir tahun mengalami 

kendala pada pelaksanaan pekerjaannya sehingga tidak tercapai target 

anggaran maupun kinerjanya. 

 

8. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG 

KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN 

PERNYATAAN KINERJA 

Program/ kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap keberhasilan 

maupun kegagalan pencapaian Target kinerja disajikan pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.9 
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Kinerja Program Kegiatan Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
kinerja 

Perangkat 
Daerah 
 

Nilai Evaluasi 
Implementasi 
SAKIP Perangkat 

Daerah 
 

76 (BB) 75,72 
(BB) 

99,63% Program 
Penunjang 
urusan 

Pemerintah
an Daerah 
Kabupaten/
Kota 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 

Daerah 

2.348.152.910,00 2,260,743,369.00 96.28 

      Administrasi 
Umum 
Perangkat 

Daerah 

465.304.400,00     400,696,980.00  
 

  86.12  
 

      Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

 

118.000.000,00 118.000.000,00 100.00  
 

      Penyediaan 
Jasa 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

705.492.480,00   685,871,756.00  
 

  97.22  
 

      Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

174.143.000,00   172,047,098.00  
 

  98.80  
 

Meningkatnya 
Kualitas 
layanan 

Penanggulang
an bencana 

Persentase 
Pemerintah 
Desa/Kelurahan 

yang mengadopsi 
dan menerapkan 

6% 15% 250% PROGRAM 
PENANGGUL
ANGAN 

BENCANA 

Pelayanan 
Informasi 
Rawan 

Bencana 
Kabupaten/

1.233.810.000,00  1,211,176,955.27  
 

  98.17  
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Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Kinerja Program Kegiatan Anggaran 

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 

Desa/ Kelurahan 
Tangguh Bencana 

Kota 

      Pelayanan 
Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 

Terhadap 
Bencana 

1.464.274.120,00 1,455,345,930.00  
 

  99.39  
 

 Persentase jiwa 

Terdampak 
bencana yang 
terselamatkan 
 

100% 100% 100%  Pelayanan 

Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban 
Bencana 

53.700.000,00   44,978,875.00  

 

  83.76  

 

 Rata – rata 
kenaikan indeks 
pemulihan 

Pascabencana 

100% 50% 50%  Penataan 
Sistem Dasar 
Penanggulan

gan Bencana 

12.953.925.000,00 6.924.557.548,80   53.46  
 

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2023 

Dari tabel diatas dapat diketahui seluruh program dan kegiatan memiliki 

kontribusi baik terhadap pencapaian kinerja, hanya 1(satu) indikator 

yang belum mencapai target yaitu pada indikator rata-rata kenaikan 

indeks pemulihan pascabencana program Penanggulangan Bencana 

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tercapai 

50% dari target 100%. 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Pada Tahun 2023 melalui perubahan anggaran, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar melaksanakan 2 (dua) 

program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub 

kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.516.801.910,00 dan dapat 

direalisasikan sebesar Rp. 13.273.418.512,07 (68,01%), dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.10 
Realisasi Anggaran Tahun 2023 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar 
Kebijakan No Program/Kegiatan

/Sub Kegiatan 

Alokasi Biaya Keluaran(Output) 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

Meningkatnya 
Kapasitas 
Daerah Dalam 
Penanggulang

an Bencana di 
wilayah 
Kabupaten 
Blitar 

I PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOT
A 

3.811.092.790,00  3,637,359,203.00  

 

 95.44  

 

Nilai Indeks 
Evaluasi 
Implementasi 
SAKIP 

Perangkat 
Daerah 

76 
(BB) 

75,72 
(BB) 

1 Administrasi 

Keuangan 
Perangkat Daerah 

2.348.152.910,00 2,260,743,369.00  

 

 96.28  

 

Persentase 

kecukupan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 

Daerah 

100% 100% 
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Kebijakan No Program/Kegiatan
/Sub Kegiatan 

Alokasi Biaya Keluaran(Output) 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

1.1 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

2.327.872.910,00 2.240.463.369,00  96.25  

 

Jumlah Orang 

yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

19 

orang/
bulan 

19 

oran/ 
bulan 

1.2 Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

20.280.000,00 20.280.000,00 100.00  

 

Jumlah 

Dokumen 
Penatausahaan 
dan Pengujian/ 
Verifikasi 

Keuangan SKPD 

219 

dokumen 

189 

dokumen 

2 Administrasi 
Umum Perangkat 

Daerah 

465.304.400,00    400,696,980.00  

 

 86.12  

 

Persentase 
kecukupan 

layanan 
administrasi 
umum 
perkantoran 

100% 100% 

2.1 Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
 

4.728.500,00 3.644.000,00   77.06  

 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 

Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

3 
paket 

3 paket 

2.2 Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

21.428.500,00 19.300.500,00   90.07  

 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor yang 
Disediakan 

2 
paket 

2 paket 

2.3 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

18.787.400,00 13.635.900,00   72.58  

 

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

4 

Paket 

4 Paket 

2.4 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

12.635.000,00 11.770.980,00   93.16  

 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

2 

paket 

2 paket 

2.5 Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 

SKPD 

407.725.000,00 352.345.600,00   86.42  

 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

285 
Laporan 

284 
laporan 

3 Pengadaan 

Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 

Daerah 
 

118.000.000,00 118.000.000,00 100.00  

 

Persentase 

kecukupan 
sarana dan 
prasarana 
sesuai standar 

dan berfungsi 
dengan baik 

100% 100% 

3.1 Pengadaan 

Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

118.000.000,00 118.000.000,00 100.00  

 

Jumlah Unit 

Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

2 unit 2 unit 

4 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

705.492.480,00    685,871,756.00  

 

 97.22  

 

Persentase 

kecukupan jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintah 

daerah 

100% 100% 

4.1 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air 
dan Listrik 

38.705.520,00 22.185.048,00   57.32  

 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 

12 
Laporan 

12 
laporan 

4.2 Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

19.860.000,00 19.362.950,00   97.50  

 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 

Perlengkapan 
Kantor yang 

1 
Laporan 

1 
Laporan 
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Kebijakan No Program/Kegiatan
/Sub Kegiatan 

Alokasi Biaya Keluaran(Output) 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

Disediakan 

4.3 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

646.926.960,00 644.323.758,00   99.60  

 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

yang Disediakan 

1 
laporan 

1 laporan 

 5 Pemeliharaan 
Barang Milik 

Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

174.143.000,00   172,047,098.00  

 

 98.80  

 

Persentase 
barang milik 

daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 

daerah yang 
berfungsi baik 

100% 100% 

5.1 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

98.567.000,00 96.560.900,00   97.96  

 

Jumlah 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

30 unit 30 unit 

5.2 Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

3.056.000,00 2.966.198,00   97.06  

 

Jumlah 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

14 unit 6 unit 

5.3 Pemeliharaan/Reha
bilitasi Gedung 
Kantor dan 

Bangunan Lainnya 
 

72.520.000,00 72.520.000,00 100.00  

 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

1 unit 1 unit 

II PROGRAM 

PENANGGULANGAN 
BENCANA 
 

15.705.709.120,00  9,636,059,309.07  

 

  61.35  

 

Persentase warga 

negara yang 
memperoleh 
layanan 
informasi rawan 

bencana 

100% 100% 

Persentase warga 
negara yang 

memperoleh 
layanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 

terhadap 

100% 95% 

Persentase warga 
negara yang 

memperoleh 
layanan 
penyelamatan 
dan evakuasi 

korban bencana 

100% 100% 

1 Pelayanan 
Informasi Rawan 

Bencana 
Kabupaten/Kota 

1.233.810.000,00 1,211,176,955.27  

 

 98.17  

 

Persentase 
Jumlah desa/ 

Kelurahan yang 
mendapatkan 
informasi rawan 
bencana 

100% 100% 

1.1 Penyusunan Kajian 
Risiko Bencana 
Kabupaten/Kota 

392.510.000,00 388.926.955,27   99.09  

 

Jumlah 
Dokumen Kajian 
Risiko Bencana 

yang Dilegalisasi 

2  
dokum

en 

2 
dokumen 

1.2 Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 

Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Per Jenis Bencana) 

 

841.300.000,00 822.250.000,00   97.74  

 

Jumlah orang 
yang 
mendapatkan 

Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 

563.30
2 

orang 

563.302 
orang 
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Kebijakan No Program/Kegiatan
/Sub Kegiatan 

Alokasi Biaya Keluaran(Output) 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

Kabupaten/Kota 

(Per Jenis 
bencana) secara 
tatap muka 
kepada 

penduduk yang 
tinggal di daerah 
rawan bencana 
sesuai jenis 

ancaman yang 
ada di kawasan 
tempat 
tinggalnya 

2 Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

 

1.464.274.120,00 1,455,345,930.00  

 

 99.39  

 

Persentase 
Fasilitasi, 
Koordinasi, dan 

Penyelenggaraan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

100% 100% 

2.1 Pelatihan 

Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 
 

19.722.000,00 17.432.000,00   88.39  

 

Jumlah warga 

negara dan 
aparatur yang 
mengikuti 
pelatihan 

pencegahan dan 
mitigasi bencana 

50 orang 50 orang 

 

2.2 Penguatan 

Kapasitas Kawasan 
untuk Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 
 

1.354.552.120,00 1.350.678.475,00   99.71  

 

Jumlah kawasan 

yang ditingkatkan 
kapasitasnya 
dalam pencegahan 
dan kesiapsiagaan 

bencana 

13 

kawasa
n 

13 

kawasan 

 2.3 Penyusunan 
Rencana Kontijensi 

90.000.000,00 87.235.455,00   96.93  

 

Jumlah dokumen 
rencana 

kontinjensi yang 
dilegalisasi 

1  
dokum

en 

1 
dokumen 

3 Pelayanan 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

53.700.000,00      44,978,875.00  

 

 83.76  

 

Persentase jumlah 

korban yang 
terselamatkan dari 
dampak kejadian 
bencana 

100% 100% 

3.1 Respon Cepat 
Darurat Bencana 
Kabupaten/Kota 

13.560.000,00 13.560.000,00 100.00  

 

SK penetapan 
status darurat 
bencana dan 
SKPDB yang 

ditetapkan paling 
lama 1x24 jam 
berdasarkan 

hasil dokumen 
laporan kaji 
cepat 

112 
dokumen 

112 
dokumen 

3.2 Pencarian, 

Pertolongan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 

11.250.000,00 4.800.000,00   42.67  

 

Jumlah korban 

yang berhasil 
ditemukan, 
ditolong dan 
dievakuasi per 

jenis kejadian 
bencana 

194 orang 194 

orang 

3.3 Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 

4.500.000,00 4.500.000,00 100.00  

 

Jumlah korban 

bencana yang 
mendapatkan 
distribusi logistik 
penyelamatan dan 

evakuasi korban 
bencana 

141 

orang 

141 

orang 

3.4 Aktivasi Sistem 

Komando 
Penanganan 
Darurat Bencana 

24.390.000,00 22.118.875,00   90.69  

 

Jumlah laporan 

pelaksanaan 
aktivasi sistem 
komando 
penanganan 

3 

laporan 

3  

laporan 
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Kebijakan No Program/Kegiatan
/Sub Kegiatan 

Alokasi Biaya Keluaran(Output) 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 
Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi 

darurat bencana 

4 Penataan Sistem 
Dasar 
Penanggulangan 
Bencana 

12.953.925.000,00 6.924.557.548,80   53.46  

 

Persentase 
penanggulangan 
bencana yang 
dilaksanakan 

sesuai SOP 

100% 50% 

4.1 Penanganan Pasca 
Bencana 

Kabupaten/Kota 

12.953.925.000,00 6.924.557.548,80   53.46  

 

Jumlah dokumen 
penanganan 

pasca bencana 
kabupaten/kota 
melalui 
pengkajian 

kebutuhan pasca 
bencana (JITU 
PASNA) Rencana 
Rehabilitasi dan 

rekonstruksi 
pasca bencana 
(R3P) 

2  
dokum

en 

1 
dokumen 

 Total 19.516.801.910,00 13.273.418.512,07 68,01    

Sumber: BPBD Kab.Blitar, 2023 

 

Rata – rata penyerapan anggaran pada setiap kegiatan menunjukkan hasil 

yang tinggi, pada Program Penunjang Urusan Pemerintah, Program 

Kegiatan pada Tahap pra bencana yaitu Program Penanggulangan bencana 

kegiatan Pelayanan informasi Bencana dan kegiatan Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, serta pada Program Kegiatan pada 

tahap tanggap darurat kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana menunjukkan tingkat penyerapan serta Capaian yang 

tinggi. Hanya pada kegiatan pasca bencana tidak dapat mencapai target 

pada kegiatan tersebut melaksanakan mandatory Dana Hibah Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi dari BNPB yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi 2 

jembatan, yaitu Jembatan Desa Tunjung Kecamatan Udanawu yang selesai 

pada Desember 2023 dan Jembatan Desa Dawuhan Kecamatan 

Kademangan yang pelaksanaannya harus melalui perpanjangan 

dikarenakan situasi dan kondisi geografis dimana kontur lahan lokasi 

Jembatan Dawuhan yang sangat curam sehingga mobilisasi alat berat 

mengalami kendala. Kondisi morfologi di lokasi yang terdiri dari batuan 

keras juga menyulitkan proses pengeboran sehingga harus dilakukan 

penggantian penyedia peralatan bored pile. Pergantian ini berdampak pada 

bertambahnya kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan. Adapun 

perpanjangan penyelesaian adalah sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 

sesuai Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-
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6/MK.7/PK.3/2023 perihal Perpanjangan Waktu Pertama Pelaksanaan 

Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 

Anggaran 2022 untuk Kabupaten Blitar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, dalam 

pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023 capaian target 

keuangan adalah sebesar 68,01%% (Total Anggaran Rp 

19.516.801.910,00 terealiasi Rp. 13.273.418.512,07);  

2. Target kinerja pada Tahun 2023 yang diukur dengan menggunakan 

empat indikator kinerja rata-rata dapat tercapai dengan baik. 

Indikator kinerja Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat 

Daerah telah tercapai tercapai 99,63% dari target. Indikator kinerja 

Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan 

menerapkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana bahkan tercapai 

250% dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,83%, 

Indikator kinerja Persentase jiwa Terdampak bencana yang 

terselamatkan tercapai 100%. Namun pada indikator kinerja Rata – 

rata kenaikan indeks pemulihan Pasca Bencana masih tercapai 

50% dari target 100%;  

3. Pencapaian target kinerja pada Tahun 2023 menunjukkan 

koordinasi dan kerjasama BPBD dengan organisasi lintas sektor, 

Organisasi non pemerintahan, relawan, media, kalangan akademisi 

dan masyarakat telah berjalan dengan baik. BPBD mengemban 

misi penanggulangan bencana yang mutlak untuk melibatkan 

berbagai pihak dalam pelaksanaannya, karena peristiwa bencana 

mustahil untuk ditanggulangi salah satu pihak tanpa melibatkan 

seluruh elemen masyarakat/kolektif komunitas.  

 

B. RENCANA KEDEPAN  

1. Mengoptimalkan setiap pelaksanaan Program kegiatan dan 

meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. 

2. Konsistensi antara rencana kerja tahunan sesuai dengan rencana 

strategis yang telah ditetapkan.  
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3. Peningkatan kapasitas aparatur BPBD Kabupaten Blitar sehingga 

berdaya guna pada setiap pelaksanaan kegiatan dan mampu 

menjadi pelaku penanggulangan bencana yang efektif dalam 

mencapai sasaran pelaksanaan penanggulangan bencana yang 

komprehensif pada tiga fase bencana.  

4. Memperkuat dan meningkatkan regulasi mengenai penanggulangan 

bencana sebagai payung hukum dalam melakukan berbagai upaya 

pengurangan risiko bencana yang lebih efektif, cepat dan tepat 

sasaran dalam melayani masyarakat.  

5. Penekanan titik berat upaya penanggulangan bencana pada 

pengurangan risiko bencana dengan tujuan mengurangi kerentanan 

dan meningkatkan kapasitas masyarakat.  

6. Selalu berupaya meningkatkan peran dan kerjasama dengan 

pentahelix yang ada serta masyarakat luas dalam setiap kegiatan 

penanggulangan bencana. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 
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